WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMORW* TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Menimbang

Mengingat

JABATAN DAN ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

WALIKOTA AMBON,

bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Ambon telah mengeluarkan Surat
Keputusan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2025
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Dan Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang
dinilai cacat administrasi dalam hal ini terjadi kesalahan
penulisan amar putusan pada konsideran menimbang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor
59 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan dan Ada Hubungannya Dengan
Jabatan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Walikota tentang  Pencabutan  Surat
Keputusan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2025
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan dan Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Tingkat Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tngkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022  tentang Peraturan  Pelaksanaan = Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 384);

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang  Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun
2025 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
dan Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Dalam hal ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU perlu menerbitkan kembali
Surat Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Hendra Pesiwarissa, S.Kom.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di

Jakarta;

Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI di Jakarta;
Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

O Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.



